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Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PANRB
Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah yang masih menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana yang
tercantum dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan
peta jabatan dan hasil evaluasi jabatan berdasarkan nomenklatur jabatan pelaksana yang
tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur

Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah paling lambat 9
Juni 2023. S o e G l

2. Instansi Teknis dapat mengusulkan nomenklatur jabatan pelaksana baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan disampaikan kepada
Menteri PANRB paling lambat 31 Maret 2023,

3. Bagi Instansi Teknis yang jabatan pelaksananya sudah ditetapkan di dalam Keputusan
Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah namun belum melengkapi persyaratan
sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah agar segera melengkapi
paling lambat 24 Maret 2023,

4. Bagi Instansi Pemerintah yang tidak menyampaikan hasil evaluasi jabatan melewati
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), dianggap tidak
mengusulkan kebutuhan PNS tahun 2023,

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan
terima kasih.
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